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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020 - 2024 

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang 

Kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025. RPJMN Periode 2020-2024 merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan nasional tahap terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga memiliki 

fungsi yang penting sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam 

menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; bahan penyusunan dan 

penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah 

daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; 

pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; acuan dasar 

dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.  

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 

2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 

dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 akan 

memengaruhi pencapaian target pembangunan sebagaimana tercantum dalam 

RPJPN, pada tahun 2024 diharapkan pendapatan per kapita Indonesia akan 

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan 

menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi 

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, 

khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan: 

1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam 

melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan 

global; 
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2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan 

jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang 

lebih menyeluruh; 

3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses 

tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur 

Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).  

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, 

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 

2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama 

dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan 

publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 

Sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat 

program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra 

Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, 

partisipatif, atas-bawah (top- down), dan bawah-atas (bottom-up). 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 merupakan 

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan 

sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Periode 2020 - 2024. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 

merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan 

yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan 

kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Selanjutnya Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dijabarkan dalam bentuk Rencana 

Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di 

tingkat Eselon II.  
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Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. 

Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam 

peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya 

manusia sebagai modal manusia (human capital). Indeks modal manusia (Human 

Capital Index) mencakup parameter: 

1) Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun 

(probability of survival to age 5), 

2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes 

terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores), dan 

3) Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak di 

bawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan 

Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, 

yakni: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. 

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Terpercaya. 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 

Seluruh Warga. 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 
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Untuk mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-

2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni: 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

3.  Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat. 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan. 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. 

 

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 

tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. 

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan. 

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat. 

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.  

5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar. 

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.  

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih.  

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi 

kesehatan untuk pengambilan keputusan. 

Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 

dilakukan melalui strategi:   

a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan 

kesehatan, terutama di Puskesmas, dengan melakukan pembinaan 

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, 

kabupaten/kota dan Puskesmas; 

b) Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara 

terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian; 
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c) Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan, 

melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian, inspeksi 

sarana produksi dan distribusi termasuk pengawasan barang impor Border 

dan Post Border, dan penegakan hukum; 

d) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat 

kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, 

optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi Academic-

Bussiness-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), hilirisasi, serta 

fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan ke arah 

biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical Ingredients (API) 

kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi; 

e) Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin 

halal; 

f) Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan 

pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam negeri 

melalui promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi; 

g) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, 

terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat kesehatan 

tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan 

Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). 

 

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah 

meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian mendukung strategi 

meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 

yang diuraikan sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas. 

(2) Meningkatnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar.  

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah  

(1) Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat  sesuai Fornas 

sebesar 90%.  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(2) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian 

sesuai standar sebesar 70%.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, Direktorat Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang pelayanan kefarmasian (Pasal 143).  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 di atas, 

dalam Pasal 144 dijelaskan bahwa Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, 

analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis 

farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi 

penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat 

rasional; 

d. fasilitasi pengelolaan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis 

farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional; 

e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang manajemen dan 

klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; 

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; 

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan, dan peningkatan 

dan pemantauan penggunaan obat rasional; dan 
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h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya 

berfokus kepada pengelolaan obat berkembang menjadi pelayanan yang 

komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik, pelayanan 

kefarmasian yang dimaksud adalah mencakup pelaksanaan pemberian informasi 

obat untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring 

penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadi 

kesalahan pengobatan. Kegiatan  tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Peranan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan semakin 

menjadi perhatian dalam beberapa kebijakan pemerintah. Untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian 

di rumah sakit dan Puskesmas, melakukan koordinasi lintas sektor dan unit kerja 

lain dan kerjasama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi dan lembaga-

lembaga terkait dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian. 

Implementasi pencapaian target-target kebijakan tersebut tidak terlepas dari 

peran pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 

mengarah kepada tujuan dan target yang ditetapkan.  

Atas dasar hal-hal diatas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana maka disusun 

Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 - 2024 

yang berfokus kepada peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan 

penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta 

sistem monitoring dan evaluasi.  

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Pelayanan 

Kefarmasian Tahun 2020 - 2024 adalah memberikan arah dan pedoman pada 

implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Kefarmasian. 

Tujuan umum penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini adalah menyediakan 

peta jalan implementasi kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian dengan 

upaya mendukung peningkatan Puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan 

pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dan penggunaan obat rasional di 

Puskesmas dan rumah sakit dalam rangka pembangunan kesehatan. 
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Selain hal tersebut di atas, Rencana Aksi Kegiatan ini juga memuat kegiatan 

secara khusus terkait pemilihan dan penentuan obat yang memenuhi kriteria 

aman, berkhasiat, bermutu, efektif dan efisien serta memenuhi kendali mutu dan 

kendali biaya dalam rangka memperkuat tata laksana Health Technology 

Assessment (HTA) dan pelaksanaan dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk 

program pemerintah maupun manfaat paket JKN. Rencana Aksi ini ditujukan 

untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan Program Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan Tahun 2020 - 2024. Pada akhirnya, Rencana Aksi Kegiatan ini akan 

menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat 

Pelayanan Kefarmasian. 

 

C. LANDASAN HUKUM 

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi 

yang ada, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5062); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5063); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 

2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5013); 



RENCANA AKSI KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2020 – 2024 9 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5044); 

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024; 

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-

2024;  

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang 

Kebijakan Obat Nasional; 
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22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/VI/2007 tentang 

Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Kesehatan; 

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/7/2021 tentang 

Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-

Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK/01.07/Menkes/484/2021 tentang 

Penetapan Rumah Sakit Pusat Unggulan (Center Of Excellence) 

Pelayanan Kefarmasian Dispensing Sediaan Obat Steril. 

 

D. PENGERTIAN 

1. Indikator adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk 

menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi 

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, 

dan menyejahterakan masyarakat. 

5. Urusan Pemerintahan Skala Nasional adalah urusan pemerintahan yang 

bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi 

sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. 

6. Urusan Pemerintahan Skala Provinsi adalah urusan pemerintahan yang 

bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan lintas kabupaten/kota 

sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.  
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7. Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota adalah urusan 

pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN, ISU STRATEGIS, SERTA MASALAH TERKAIT 

KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN  

A. PERKEMBANGAN KEGIATAN 

Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk obat dan alat kesehatan (alkes) 

di sektor publik dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran memastikan bahwa 

pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (buffer stock) memadai, 

serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya. Secara keseluruhan, 

kondisi ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas telah mengalami peningkatan 

secara signifikan, dari 79,38% di tahun 2015 menjadi 94,22% di tahun 2019. 

Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah disparitas ketersediaan obat 

dan alkes antar daerah, terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan 

Kepulauan Terluar (DTPK), serta ketersediaan obat dan alkes antar tingkat 

pelayanan kesehatan.  

E-catalog obat pada tahun 2018 telah memuat 1.096 item obat generik dan 

nama dagang, dan e-catalog alat kesehatan pada tahun 2019 telah memuat 

13.274 jenis item alat kesehatan. Mencermati meningkatnya nilai transaksi 

pembelian obat dan alat kesehatan melalui e-catalog, dan prioritas produk dalam 

negeri untuk masuk ke e-catalog, maka e-catalog dapat menjadi instrumen 

insentif untuk meningkatkan kemandirian dan keterjangkauan obat dan alat 

kesehatan. Walaupun demikian, sekitar 8% obat Formularium Nasional belum 

masuk ke dalam e-catalog. Pemesanan obat yang dilakukan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasyankes) juga sering tidak dipenuhi. Pembelian obat-

obatan oleh rumah sakit masih bermasalah karena tenggang waktu yang lama 

antara pemesanan dan pengiriman, dan kurangnya komunikasi antara fasyankes 

dengan penyedia, termasuk tunggakan pembayaran pembelian yang belum 

dipenuhi. Tantangan yang terkait dengan infrastruktur dan kemampuan staf tetap 

ditemukan, terutama di DTPK, karena sistem ini bergantung pada konektivitas 

online.  

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas cukup baik, tetapi 

pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih 

dirasakan belum optimal. Pada tahun 2019, 60,06% Puskesmas dan 65,28% 
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instalasi farmasi RS sudah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar, 

walaupun belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tenaga 

kefarmasian sesuai standar.  

Penggunaan Obat Rasional (POR) telah dilaksanakan di Puskesmas dengan 

angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 30,3% kabupaten/kota telah 

menerapkan POR di Puskesmas, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 

47,08%. Walaupun demikian masih banyak Puskesmas yang belum menerapkan 

POR antara lain dikarenakan belum semua Puskesmas tersedia tenaga 

kefarmasian. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional menjadi salah satu 

penyebab timbulnya Anti-Microbial Resistance (AMR) dan belum optimalnya 

capaian POR di Puskesmas. Hal ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya 

penerapan formularium obat dan penggunaan obat secara rasional. Oleh karena 

itu, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang penggunaan obat rasional perlu 

ditingkatkan.   

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki potensi untuk 

meningkatkan kebutuhan akan obat esensial dan alat kesehatan. Dalam upaya 

peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan 

berkhasiat/bermanfaat tersebut, pemerintah telah menyusun Formularium 

Nasional dan e-catalog untuk menjamin ketersediaan obat dan menyediakan alat 

kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Konsep Obat 

Esensial dan instrumen penilaian dari sisi farmakoekonomi diterapkan pada 

Formularium Nasional sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan, sehingga 

pelayanan kefarmasian dapat menjadi lebih cost-effective dan masyarakat tetap 

mendapatkan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dengan harga yang 

terbaik. 

Tugas Direktorat Pelayanan Kefarmasian mencakup perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dari sisi perencanaan-pengganggaran, dirasakan perlu untuk 

menyesuaikan dengan kebijakan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 

khususnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian serta pembangunan 

kesehatan yang lebih memfokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan 

tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar.  
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Penyelenggaraan urusan administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara 

(BMN) menjadi perhatian berbagai unit, baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. 

Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mencapai 

predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan. Kontribusi kualitas laporan keuangan dan Barang Milik 

Negara signifikan pada perolehan predikat laporan keuangan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pelaporan 

keuangan dan Barang Milik Negara yang berkelanjutan. 

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, 

analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan 

dan pemantauan penggunaan obat rasional. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis 

farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional. 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi 

penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat 

rasional. 

4. Fasilitasi pengelolaan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis 

farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional. 

5. Pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang manajemen dan 

klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, 

dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional. 

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional. 

7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional. 

8. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 
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Pedoman dan standar pelayanan kefarmasian yang telah tersedia adalah 

sebagai berikut: 

1. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN). 

2. Formularium Nasional. 

3. Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan 

Kesehatan Haji. 

4. Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas. 

5. Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. 

6. Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi. 

7. Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan dan Penggunaan 

Obat Rasional Puskesmas dan Rumah Sakit. 

8. Buku Saku untuk Masyarakat dalam Penggunaan Obat Rasional. 

9. Penyusunan dan Penerapan Fornas dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan. 

10. Pedoman Interpretasi Data Klinik. 

11. Modul Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) Tenaga Kesehatan dan Kader. 

12. Pedoman Visite. 

13. Modul Penggerakan Penggunaan Obat Rasional (POR). 

14. Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik. 

15. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 

16. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 

17. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 

18. Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Pasien Hipertensi. 

19. Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Pasien Diabetes Melitus. 

20. Kurikulum Pelatihan Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga 

Kefarmasian di Puskesmas. 

21. Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian 

Persediaan Obat di Rumah Sakit. 

22. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 

23. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 

24. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. 

26. Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit. 

27. Daftar Obat Keadaan Darurat pada Praktik Mandiri Dokter. 

28. Penyusunan dan Penerapan Fornas dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan. 
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B. ISU STRATEGIS KEGIATAN 

Isu strategis implementasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 

akan mempengaruhi perumusan strategi dan detail yang terkait. Untuk itu, isu-isu 

yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui koordinasi lintas sektor 

dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pembahasan 

standar pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan. 

2. Peningkatan dan pengawasan promosi penggunaan obat rasional dengan 

melakukan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan 

Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat), serta Pembekalan 

dan Optimalisasi Apoteker Agent of Change (AoC). 

3. Peningkatan Penerapan Fornas sebagai kendali mutu dan kendali biaya obat 

dalam JKN melalui pengembangan dan reviu Fornas secara berkala dengan 

memanfaatkan aplikasi e-Fornas sebagai sarana pengusulan obat untuk 

menjamin proses penyusunan Fornas yang transparan, akuntabel dan 

berintegritas. 

4. Publikasi penggunaan obat rasional melalui media cetak, media elektronik dan 

media sosial. 

5. Koordinasi pengendalian resistensi antimikroba dengan kegiatan Penyusunan 

Pedoman Penggunaan Antibiotik Bijak di Sarana Pelayanan Kefarmasian, 

Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka Pengendalian 

Resistensi Antimikroba, dan Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam 

Pengendalian Resistensi Antimikroba. 

6. Monitoring dan evaluasi data pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian 

sesuai standar dan penerapan Fornas di fasilitas kesehatan melalui dinas 

kesehatan provinsi/kabupaten/kota. 

7. Pengembangan tenaga farmasi baik jumlah maupun kompetensinya 

dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kefarmasian, 

membuat modul dan petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian serta 

mengadakan rapat koordinasi lintas sektor dengan pemangku kepentingan 

untuk meningkatkan jumlah apoteker. 
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C. PERMASALAHAN KEGIATAN 

Identifikasi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi dalam 

implementasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan memungkinkan antisipasi dini terhadap tidak 

tercapainya target yang telah ditetapkan. Untuk itu, beberapa masalah yang 

berpotensi untuk dihadapi adalah: 

1. Perencanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah belum selaras, 

sehingga dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi antara pusat dan 

daerah. 

2. Sistem informasi di lingkup Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjadi 

lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi 

kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan 

data belum optimal dan pemantauan belum dilaksanakan secara menyeluruh 

dan berkesinambungan. 

3. Pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di 

dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya 

operasional. 

4. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya 

manusia di lingkup Direktorat Pelayanan Kefarmasian. 

5. Belum optimalnya dukungan kerangka regulasi. 

6. Masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor. 
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BAB III 

VISI, MISI, DAN STRATEGI KEGIATAN  

PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN 

 

A. VISI KEGIATAN 

Visi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian adalah mengikuti visi 

Presiden Republik Indonesia yaitu:  

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

berlandaskan Gotong Royong” 

 

B. MISI KEGIATAN 

Visi tersebut, diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai 

Nawacita Kedua., yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur 

Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang 

Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (5) 

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (6) Penegakan 

Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, (7) 

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan 

(9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam 

pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima 

arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan 

Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan 

Transformasi Ekonomi. 

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

Secara umum, tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembangunan 

kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan 

umum tersebut, Direktorat Pelayanan Kefarmasian melakukan kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dalam periode tahun 2020-2024. Kegiatan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan rumah sakit dengan penggunaan obat 

sesuai Fornas, dan meningkatkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai 
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standar. Indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut pada tahun 2024 

adalah: 

a. Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas sebesar 

90%. 

b. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai 

standar sebesar 70%. 

 

D. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Implementasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan menggunakan strategi sebagaimana berikut: 

1. Memperkuat program seleksi obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, 

bermanfaat, dan cost-effective untuk program pemerintah maupun manfaat 

paket JKN. 

2. Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, 

termasuk yang ditujukan untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di 

masyarakat, dan melibatkan lintas sektor. 

3. Memperkuat regulasi dan NSPK dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasian. 

4. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka peningkatan mutu pembinaan, 

pengawasan dan pelayanan publik terkait pelayanan kefarmasian. 

5. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka 

peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian, tenaga pembina dan pengawas 

serta peningkatan mutu pelayanan kefarmasian. 

6. Mendorong pemenuhan jumlah dan mutu sumber daya manusia sesuai standar 

di fasilitas pelayanan kefarmasian. 

 

E. SASARAN KEGIATAN  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Sasaran Program 

Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat 

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, 

kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.  

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan 

adalah peningkatan pelayanan kefarmasian, dengan sasaran kegiatan (1) 

meningkatnya rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas, (2) 

meningkatnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 
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Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah (1) persentase rumah sakit 

dengan penggunaan obat sesuai Fornas sebesar 90%, (2) persentase fasyankes 

yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 70%. 

 

F. TARGET KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN 

KEFARMASIAN TAHUN 2020 - 2024 SEBAGAI BERIKUT: 

Tercapainya sasaran tersebut direpresentasikan dengan Indikator Kinerja 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian beserta target yang harus 

dicapai: 

 

Tabel 1. Indikator Kinerja, Definisi Operasional dan Target Kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 - 2024  

Indikator Kinerja Definisi Operasional Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan 

yang melaksanakan 

pelayanan 

kefarmasian sesuai 

standar 

Persentase fasilitas 

pelayanan kesehatan 

yang melaksanakan 

pelayanan 

kefarmasian sesuai 

standar adalah : 

Fasyankes yang 

melakukan pengkajian 

dan pelayanan resep, 

pelayanan informasi 

obat dan konseling 

yang terdokumentasi. 

50% 55% 60% 65% 70% 

Persentase rumah 

sakit dengan 

penggunaan obat 

sesuai Fornas 

Rumah sakit dengan 

penggunaan obat 

sesuai Fornas adalah 

Rumah sakit yang 

melayani pasien JKN 

dan menggunakan 

obat sesuai Fornas 

≥80%. 

70% 75% 80% 85% 90% 
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Indikator Kinerja Definisi Operasional Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Dalam hal ini obat 

sesuai Fornas adalah 

item obat yang 

digunakan mengacu 

pada Formularium 

Nasional dan sesuai 

dengan ketentuan 

yang tercantum di 

dalamnya. 
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BAB IV 

KEGIATAN POKOK, PENGORGANISASIAN, DAN PENILAIAN  

DALAM PENYELENGGARAAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN  

PADA PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  

 

A. KEGIATAN POKOK 

Pelaksanaan tugas Direktorat Pelayanan Kefarmasian tersebut 

dikelompokkan dalam beberapa kegiatan pokok sebagai berikut: 

1) Layanan Perkantoran; 

2) Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; 

3) Perencanaan; 

4) Pengelolaan Anggaran; 

5) Manajemen Keuangan dan Barang Milik Negara; 

6) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayanan Kefarmasian; 

7) Pengadaan Barang dan Jasa; 

8) Sistem Pelaporan Bidang Pelayanan Kefarmasian; 

9) Pelaksanaan Tugas Teknis Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 

10) Informasi Bidang Pelayanan Kefarmasian; 

11)   Regulasi Bidang Pelayanan Kefarmasian. 

 

Kegiatan Indikator Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian 

sesuai Standar adalah sebagai berikut: 

a. Pembekalan dan Optimalisasi Apoteker Agent of Change (AoC) Gema 

Cermat di Kabupaten/Kota. 

b. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kefarmasian di Puskesmas dan 

Rumah Sakit dalam Rangka Kendali Mutu Kendali Biaya. 

c. Sosialisasi Gema Cermat kepada pemangku kepentingan. 

d. Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

e. Penyediaan Materi KIE Penggunaan Obat Rasional. 

f. Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian. 

g. Pembinaan dan pengawasan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 

h. Harmonisasi Kebijakan Bidang Pelayanan Kefarmasian. 

 

Kegiatan Indikator Persentase Rumah Sakit dengan Penggunaan Obat sesuai 

Fornas adalah sebagai berikut: 



RENCANA AKSI KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2020 – 2024 23 

 

a. Pembentukan dan Penguatan Centre of Excellent Pelayanan Kefarmasian di RS. 

b. Evaluasi Implementasi Formularium Nasional di Rumah Sakit. 

c. Pengembangan Aplikasi SIM Seleksi Obat. 

d. Pendampingan Tenaga Kesehatan dalam Evaluasi Penggunaan Obat sesuai 

Restriksi Fornas. 

e. Evaluasi Implementasi Kendali Mutu Kendali Biaya di Pelayanan Kesehatan. 

f. Pengembangan Fornas sebagai Acuan dalam Penggunaan Obat sebagai Kendali 

Mutu dan Kendali Biaya pada Pelayanan Kesehatan di Era JKN. 

g. Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). 

h. Penyusunan NSPK di Bidang Farmakoekonomi. 

 

Kegiatan Prioritas Direktorat Pelayanan Kefarmasian  sebagai berikut : 

1. Penyusunan Formularium Nasional. 

2. Penyusunan Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN). 

3. Penyusunan NSPK Manajemen dan Klinikal Farmasi. 

4. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF). 

5. Pengembangan Sistem Informasi dalam Pembinaan Pelayanan Kefarmasian. 

6. Pembentukan Center of Excellent Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 

7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pembina dan Pengawas Pelayanan 

Kefarmasian. 

8. Sosialisasi Peraturan Bidang Pelayanan Kefarmasian. 

9. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian dalam Melakukan Pelayanan 

Kefarmasian sesuai Standar. 

10. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan PSEF. 

11. Pemenuhan SDM Apoteker dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas. 

12. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). 

13. Repositori Data Dukung Bukti Ilmiah Proses Seleksi Obat dalam Formularium 

Nasional. 

14. Workshop Penggunaan Antimikroba secara Bijak. 

15. Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

16. Analisis Farmakoekonomi dalam Mendukung Kendali Mutu dan Kendali Biaya 

dalam JKN. 
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B. PENGORGANISASIAN DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF 

1. Pengorganisasian 

Implementasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dilakukan oleh 

Direktorat Pelayanan Kefarmasian. Tugas Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, 

standar prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, 

analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis 

farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi 

penggunaan obat, dan peningkatan dan pemantauan penggunaan obat 

rasional; 

d. fasilitasi pengelolaan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis 

farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan peningkatan dan 

pemantauan penggunaan obat rasional; 

e. pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional di bidang manajemen dan 

klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; 

f.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan obat, dan 

peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; 
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g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal 

farmasi, analisis farmakoekonomi obat, seleksi penggunaan, dan peningkatan 

dan pemantauan penggunaan obat rasional; dan 

h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. 

 

2. Kebutuhan Dana Indikatif 

Pendanaan kegiatan secara indikatif selama periode tahun 2020 - 2024 

sebagaimana Renstra Kemenkes Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kebutuhan Anggaran Kegiatan  

Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 - 2024 

(dalam ribuan rupiah) 

Kegiatan TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 
Direktorat 

Pelayanan 

Kefarmasian 

36.701.000 40.968.000 45.069.000 49.590.000 53.061.000 

Sumber: Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 

C. PENILAIAN 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 

2020 - 2024 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan serta 

keberhasilan upaya dukungan terhadap Program Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan. Penilaian terhadap rencana aksi ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Penilaian tahunan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yang 

dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) maupun Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan; 

2. Penilaian periodik menggunakan aplikasi pemantauan dan evaluasi yang 

tersedia, baik triwulan, semester, maupun per tahun; 

3. Penilaian pada pertengahan periode yang dilakukan pada tahun 2022; 

4. Penilaian akhir yang dilakukan pada akhir tahun 2024 atau pada awal tahun 

2025. 
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Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 – 2024 

dilakukan dengan menilai capaian target yang telah ditetapkan baik terhadap 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan, maupun terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Aksi ini. 

Penilaian juga dilakukan setiap tahun terhadap pencapaian hasil luaran 

(output) dari setiap kegiatan dan realisasi anggaran terhadap anggaran yang 

ditetapkan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan pelaporan terhadap 

pelaksanaan kegiatan. Hasil dari penilaian yang dilakukan harus terdokumentasi 

dengan baik, sebagai bahan penyiapan strategi dari implementasi peningkatan 

pelayanan kefarmasian di masa yang akan datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Tujuan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat tercapai apabila 

mendapat kontribusi penuh dari berbagai komponen kegiatan pendukung, salah 

satunya adalah melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian. Oleh karena 

itu Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2020 – 2024 

disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Pelayanan 

Kefarmasian dan semua pemangku kepentingan dalam upaya dukungan manajemen 

dan pelaksanaan tugas teknis. Rencana aksi kegiatan ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program Kefarmasian dan Alat 

Kesehatan. 

Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan 

memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan 

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, maka dalam pelaksanaannya Rencana 

Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian dapat dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan. 

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian 

Tahun 2020 – 2024 ini, maka diharapkan Kegiatan Peningkatan Pelayanan 

Kefarmasian dapat mendorong penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian yang 

efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai 

sasaran program yang sebaik-baiknya. 

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh 

serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian sangat diharapkan agar tujuan program 

Kementerian Kesehatan secara menyeluruh dapat tercapai. 
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LAMPIRAN I 
MATRIKS KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM  

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020 - 2024 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN 

INDIKATOR 
CARA 

PERHITUNGAN 
DEFINISI 

OPERASIONAL 

BASE
LINE 

(2019) 

TARGET 

RPJMN RENSTRA 2020 2021 2022 2023 2024 

Program 
Kefarmasian 
dan Alat 
Kesehatan/
Kegiatan 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kefarmasian  

Meningkatnya 
Fasyankes 
yang 
melaksanakan 
pelayanan 
kefarmasian 
sesuai standar 

Persentase 
Fasyankes 
yang 
melaksanakan 
pelayanan 
kefarmasian 
sesuai standar 

Persentase 
Fasyankes 
yang 
melaksanakan 
pelayanan 
kefarmasian 
sesuai standar 

Program 
Kefarmasian 
dan Alat 
Kesehatan/ 
Kegiatan 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kefarmasian 

Persentase 
Fasyankes yang 
melaksanakan 
pelayanan 
kefarmasian 
sesuai standar 

  50 55 60 65 70 

 
 
 
 
Meningkatnya 
rumah sakit 
dengan 
penggunaan 
obat sesuai 
Fornas 

 
 
 
 
Persentase 
rumah sakit 
dengan 
penggunaan 
obat sesuai 
Fornas 
  

  
            

  
   

            

   Persentase 
rumah sakit 
dengan 
penggunaan 
obat sesuai 
Fornas 
 

(Jumlah rumah 
sakit dengan 
penggunaan 
obat sesuai 
Fornas >80%) 
dibagi (Jumlah 
rumah sakit 
yang dipantau)  
dikali 100% 

Rumah sakit 

dengan 

penggunaan 

obat sesuai 

Fornas adalah 

Rumah sakit 

yang melayani 

pasien JKN dan 

menggunakan 

obat sesuai 

Fornas ≥80%. 

 

65% 70 75 80 85 90 

ALOKASI ANGGARAN PELAYANAN KEFARMASIAN    36,70  40,97 45,07 49,59 53,06 

 



RENCANA AKSI KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2020 – 2024 29 

 

 
LAMPIRAN II 

MATRIKS INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA  
ESELON II, III DAN IV / KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL 

DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2020 – 2024 

NO 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Eselon II 

Indikator Kinerja   
Eselon III/                 

Koordinator Jafung 

Indikator Kinerja Eselon IV/ 
Sub Koordinator Jafung 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya 
rumah sakit 

dengan 
penggunaan obat 

sesuai Fornas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas 70 75 80 85 90 

  Jumlah Formularium Nasional yang disusun 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    
Jumlah fitur aplikasi e-Fornas yang 
dikembangkan atau pengintegrasian e-Fornas 
dengan aplikasi lain 

1 1 1 1 1 

    
Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Kesehatan Dalam Penerapan Formularium 
Nasional yang dilaksanakan 

1 1 1 1 1 

    
Jumlah kegiatan sosialisasi penerapan 
Formularium Nasional bagi tenaga kesehatan di 
rumah sakit yang dilaksanakan 

2 2 2 2 2 

  Jumlah NSPK terkait Seleksi Obat yang disusun 1 2 1 1 - 

  

  

Jumlah DOEN yang disusun - 1 dok - 1 dok - 

  Jumlah Formularium Haji yang disusun - - 1 dok - - 

  
Jumlah Kompendium Alat Kesehatan yang 
disusun 

1 dok - - - - 

  
Jumlah "Penyusunan dan Penerapan 
Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan" yang disusun 

- 1 dok - - - 

  Persentase penilaian farmakoekonomi dalam Formulariun Nasional 100 100 100 100 100 

    
Jumlah dokumen reviu farmakoekonomi obat 
yang masuk dalam usulan Fornas 

1 1 1 1 1 
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NO 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Eselon II 

Indikator Kinerja   
Eselon III/                 

Koordinator Jafung 

Indikator Kinerja Eselon IV/ 
Sub Koordinator Jafung 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Jumlah dokumen analisis penggunaan obat 
dalam Fornas 

1 1 1 1 1 

  
Jumlah tenaga kesehatan yang mampu melakukan penilaian cost 
effectiveness obat 

69 75 75 75 75 

    
Jumlah Tenaga Kesehatan yang melakukan 
Kendali Mutu biaya obat yang high cost, high risk, 
high volume di RS vertikal 

39 45 45 45 45 

    
Jumlah Tenaga Kefarmasian mampu melakukan 
penilaian cost effectivity obat 

30 30 30 30 30 

    
Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk 
Teknis Evaluasi Manfaat Biaya Pelayanan Rujuk 
Balik 

1 1 1 1 1 

Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 50 55 60 65 70 

Jumlah fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 3000 4000 5000 6000 7000 

  
Jumlah RS Center of Excellent Pelayanan Kefarmasian yang 
terbentuk/berkembang 

3 2 2 2 2 

    
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait 
pembentukan/pengembangan Center of Excellent 
di RS  

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

  
Jumlah Rumah Sakit dan Klinik yang mendapatkan upaya peningkatan 
mutu pelayanan kefarmasian 

75 75 75 75 75 

    

Jumlah kegiatan upaya peningkatan mutu 
pelayanan kefarmasian di rumah sakit melalui 
sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas, 
advokasi dan/atau koordinasi 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    

Jumlah kegiatan upaya peningkatan mutu 
pelayanan kefarmasian di klinik melalui sosialisasi 
kebijakan, peningkatan kapasitas, advokasi 
dan/atau koordinasi 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 
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NO 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Eselon II 

Indikator Kinerja   
Eselon III/                 

Koordinator Jafung 

Indikator Kinerja Eselon IV/ 
Sub Koordinator Jafung 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
Jumlah dokumen rancangan regulasi dan/atau 
pedoman pelayanan kefarmasian di bidang 
klinikal farmasi, RS dan/atau klinik yang disusun 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

  
Jumlah Puskesmas, Apotek dan Toko Obat yang mendapatkan upaya 
peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian 

200 200 200 200 200 

    

Jumlah kegiatan upaya peningkatan mutu 
pelayanan kefarmasian di Puskesmas melalui 
sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas, 
advokasi dan/atau koordinasi 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    

Jumlah kegiatan upaya peningkatan mutu 
pelayanan kefarmasian di apotek melalui 
sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas, 
advokasi dan/atau koordinasi 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    

Jumlah kegiatan upaya peningkatan mutu 
pelayanan kefarmasian di toko obat melalui 
sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas, 
advokasi dan/atau koordinasi 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    

Jumlah dokumen rancangan regulasi dan/atau 
pedoman pelayanan kefarmasian di bidang 
manajemen farmasi, puskesmas, apotek dan/atau 
toko obat yang disusun 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    Pemenuhan janji layanan Tanda Daftar PSEF  - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

  
Jumlah upaya peningkatan mutu dan fasilitasi pembinaan dan 
pengawasan dalam rangka peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian 

6 6 6 6 6 

    
Jumlah kegiatan pembentukan/pengembangan 
sistem informasi di bidang klinikal farmasi, RS 
dan/atau klinik  

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    
Jumlah kegiatan pembentukan/pengembangan 
sistem informasi di bidang manajemen farmasi, 
Puskesmas, apotek dan/atau toko obat 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 
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NO 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Eselon II 

Indikator Kinerja   
Eselon III/                 

Koordinator Jafung 

Indikator Kinerja Eselon IV/ 
Sub Koordinator Jafung 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

    
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pembina 
dan pengawas pelayanan kefarmasian di bidang 
klinikal farmasi, RS dan/atau klinik  

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

    

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pembina 
dan pengawas pelayanan kefarmasian di bidang 
manajemen farmasi, Puskesmas, apotek 
dan/atau toko obat 

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 

  
Jumlah masyarakat/tenaga kesehatan yang mendapatkan edukasi 
penggunaan obat rasional 

3000 3000 3000 3000 3000 

    
Jumlah tenaga kesehatan dan/atau masyarakat 
yang mendapatkan edukasi dalam penggunaan 
obat rasional melalui program Gema Cermat 

3000 3000 3000 3000 3000 

    
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan evaluasi 
pelaksanaan edukasi dalam penggunaan obat 
rasional melalui program Gema Cermat 

10 10 10 10 10 

    
Jumlah kegiatan pelayanan kefarmasian yang 
dilaksanakan terkait pengendalian resistensi 
antimikroba 

3 3 3 3 3 

    
Jumlah substansi materi/bahan KIE POR yang 
disiapkan 

8 8 8 8 8 

    
Jumlah Agent of Change (AoC) yang mendapat 
materi lanjutan dalam rangka optimalisasi 
peranan AoC Gema Cermat  

100 100 100 100 100 

 

 


